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SIDANG DIBUKA PUKUL 13.19 WIB

1. KETUA: ANWAR U

SMAN

Bismillahirahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka

untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk
kita semua. Agenda sidang untuk siang ini adalah pengucapan untuk
beberapa putusan dam ketetapan, ada tujuh kalau tidak salah ini.

Kita mulai dengan Ketetapan Nomor 89.

Bismillahirahmanirahim.

DEMI KEADILAN

KETETAPAN
NOMOR 89/PUU-XXI/2023
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

sebagai berikut:
Menimbang : a.

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal
25 Juli 2023, diajukan oleh perseorangan Warga
Negara Indonesia bernama Harry Pratama, yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27
Juli 2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik dengan Nomor 89 dan seterusnya.
Dianggap dibacakan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah
telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap permohonan & guo pada
tanggal 4 September 2023 dan sesuai dengan Pasal 39
UU MK, serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara
dalam perkara Pengujian Undang-Undang, Panel
Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon
untuk memperbaiki permohonan a guo;

. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 Pemohon

telah mengirimkan pesan melalui aplikasi berkirim



pesan (WhatsApp) kepada Juru Panggil Mahkamah
yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak akan
melanjutkan uji materiil undang-undang @ guo dan
seterusnya.

. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan

Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK
menyatakan, dan seterusnya, dan Pasal 35 ayat (2)
Undang-Undang MK menyatakan bahwa penarikan
kembali mengakibatkan Permohonan a guo tidak dapat
diajukan kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 September
2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Nomor 89 dan
seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan
Pemohon tidak dapat mengajukan  kembali
permohonan a guo;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf e ..

pada huruf f di atas, memerintahkan Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku
Registrasi  Perkara  Konstitusi  Elektronik  dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada

Panitera[sic!].

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

—

Tahun 1945 dan seterusnya.
MENETAPKAN:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

Menyatakan Permohonan Nomor 89/PUU-XXI/2023 mengenai
Permohonan Pengujian Pasal 34 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4674) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditarik kembali;

Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 89/PUU-XXI/2023
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X




Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief
Hidayat, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada
hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua
ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh
tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai
diucapkan pukul 13.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu
oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau
Kuasanya ... saya ulangi, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri
Pemohon.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 99/PUU-XXI/2022 [SIC!]
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 8
Agustus 2023, diajukan oleh perseorangan Warga
Negara Indonesia bernama Dian Leonaro Benny
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 11 Agustus 2023 dan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
dengan Nomor 99 dan seterusnya.

b. Dianggap dibacakan.

c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang MK,
Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel
Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan a
guo pada tanggal 13 September 2023 dan sesuai
dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara dalam Perkara Penguijian



Undang-Undang, Panel Hakim telah memberikan
nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki
permohonan a guo;

d. bahwa Mahkamah pada hari Rabu, 20 September
2023, telah menerima surat elektronik bertanggal 20
September 2023 dan Pemohon yang pada pokoknya

. dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon
menarik kembali permohonan pengujian Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan seterusnya.

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan
Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK
menyatakan, dianggap dibacakan. Dan Pasal 35 ayat
(2) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21
September 2023 telah berkesimpulan bahwa
pencabutan atau penarikan kembali permohonan
Nomor 99 dan seterusnya adalah beralasan
menurut hukum dan Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan a guo;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di
atas, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mencatat perihal penarikan kembali permohonan
Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan
berkas permohonan kepada Pemohon;

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya.

-

Mengingat

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XXI/2023 mengenai
Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64 ... 6401) dan Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506[sic!])



terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan
a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 99/PUU-XXI/2023
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel
Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.31 WIB, oleh sembilan
Hakim dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

KETETAPAN
Nomor 101/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan ketepan ... Ketetapan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai
berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah ~menerima
permohonan, bertanggal 16 Agustus 2023, dari
seorang[sic!] Warga Negara Indonesia bernama
Muhammad Yusuf Mansur, yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16
Agustus 2023 berdasarkan Akta  Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 100 dan seterusnya,
dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi  Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor



101/PUU-XX1/2023 pada tanggal 28 Agustus 2023,
dan seterusnya;

. dianggap dibacakan;

. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah
telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 14
September 2023 dengan agenda Pemeriksaan
Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan
nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK
serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon
untuk memperbaiki permohonannya;

. bahwa sebelum pelaksanaan sidang Panel dengan
acara pemeriksaan perbaikan permohonan Pemohon,
Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik
(e-mail) dari para Pemohon, bertanggal 18 September
2023, perihal Penarikan Kembali Permohonan
Pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. bahwa pada tanggal 21 September 2023, Mahkamah
menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara
konfirmasi penarikan permohonan Pemohon guna
meminta konfirmasi kepada para Pemohon perihal
pencabutan dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim
Panel telah menerima konfirmasi dari Pemohon
membenarkan penarikan permohonan a guo, dengan
alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut
dalam surat pencabutan a guo;

. dianggap dibacakan;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf e[sic!] di atas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 September
2023, telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Perkara Nomor
101/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan
para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a guo;

. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf g di atas,
Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal
penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK)
dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon;



Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023 mengenai
pengujian Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik
kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 101/PUU-XXI/2023
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

—

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief
Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan September,
tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua
puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga,
selesai diucapkan pukul 13.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi,
dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

KETETAPAN
NOMOR 110/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :



Mengingat : 1.

. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima

permohonan bertanggal 13 Agustus 2023, yang diajukan
oleh perseorangan Warga Negara Indonesia bernama
Meidiantoni, S.E., M.E ... M.M., berdasarkan Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97 dan
seterusnya, bertanggal 21 Agustus 2023 dan telah
dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik pada tanggal 4 September 2023 dengan
Nomor 110 dan seterusnya;

. dianggap dibacakan;

bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 18
September 2023, telah menerima surat bertanggal 13
September 2023 dari Pemohon yang pada pokoknya
Pemohon menarik/mencabut kembali permohonan
pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023 dan seterusnya;

. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan

Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK
menyatakan, dianggap dibacakan;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan
Hakim pada tanggal 21 September 2023, Mahkamah
telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan
kembali permohonan Perkara Nomor 110 dan seterusnya
beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat
mengajukan kembali permohonan a quo,

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf e di atas,
Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan
berkas permohonan kepada Pemohon;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXI/2023
mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;



3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a
quo,

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
permohonan[sic!] penarikan kembali Permohonan Nomor 110/PUU-
XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-
BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang
dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat,
Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo, dan masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu,
bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 13.42 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 79/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Rega Felix

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
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HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3]
[3.5]

[3.6]

Dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf
[3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1, 2, 3,4, 5, 6 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka
6 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat
menguraikan secara spesifik mengenai kualifikasinya sebagai
dosen dan dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat
(causal verband) perihal berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal
4 UU 1/PNPS/1965, serta Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2),
Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2)
UU 12/2012 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional
Pemohon sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Dalam
batas penalaran yang wajar, Pemohon telah menguraikan
perihal potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang
dialami dengan berlakunya norma Penjelasan Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 serta Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan
Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012
yang dimohonkan pengujian Kkonstitusionalitasnya karena
adanya multitafsir terhadap penjelasan dan norma pasal a guo.
Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya
inkonstitusionalitas penjelasan dan norma pasal yang
dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a guo;
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan & gquo dan Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7]

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas
Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965, serta Pasal 6 huruf b,
Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan
Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012, Pemohon mengemukakan dalil-
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dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian

Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4,5, 6, dan 7 dianggap dibacakan.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar menyatakan:

a.

Frasa “yang disertai dengan usaha untuk menghindari
adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat
permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4
UU 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

. Frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
tidak dimaknai “tanpa adanya ancaman dan
pertanggungjawaban pidana bagi sivitas akademika untuk
berbeda pendapat dengan pandangan umum keyakinan
agama yang dianut oleh masyarakat dalam rangka proses
pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah”;

. Frasa "menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8

ayat (2) UU 12/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tanpa adanya
ancaman dan pertanggungjawaban pidana bagi sivitas
akademika untuk berbeda pendapat dengan pandangan
umum keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat
dalam rangka proses pembelajaran dan/atau penelitian
ilmiah”;

. Frasa "“menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam

Penjelasan Pasal 3 huruf g UU 12/2012 bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana
bagi sivitas akademika untuk berbeda pendapat dengan
pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh
masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau
penelitian ilmiah”;

. Frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam

Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“tanpa adanya ancaman dan pertanggungjawaban pidana
bagi sivitas akademika untuk berbeda pendapat dengan
pandangan umum keyakinan agama yang dianut oleh
masyarakat dalam rangka proses pembelajaran dan/atau
penelitian ilmiah”;



[3.8]

[3.9]
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Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda
Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4[sic!]] [sebagaimana
selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat wurgensi maupun
kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.10]

[3.11]

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara ...

membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan

Pemohon dan  bukti-bukti yang diajukan, masalah

konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon

dalam permohonan & qguo adalah berkenaan dengan frasa

“yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-

kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau

penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965
bertentangan dengan UUD 1945 serta pemaknaan norma dalam

Pasal 6 huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g,

dan Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 bertentangan

dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat
sebagaimana termaktub dalam Petitum a guo;

Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas

sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.10] di atas,

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “yang disertai
dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata
atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan
atau penghinaan” dalam Penjelasan Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945,
khususnya Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal
28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal
28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum
mempertimbangkan lebih jauh perihal frasa “yang
disertai dengan usaha untuk memberi
menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-
kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan”
dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965
bertentangan dengan UUD 1945, penting bagi
Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma
Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 vyang selengkapnya
menyatakan:
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Kutipan selengkapnya dianggap dibacakan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ... Pasal 4 a guo
dirumuskan penjelasan yang selengkapnya
menyatakan:

Kutipan penjelasan dianggap dibacakan.

Bahwa sekalipun UU 1/PNPS/1965 ditetapkan jauh
sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, namun tetap relevan menggunakan UU
12/2011 untuk memahami fungsi penjelasan suatu
undang-undang. Berdasarkan uu 12/2011
ditentukan bahwa penjelasan dari suatu pasal atau
ayat dalam undang-undang merupakan sarana untuk
memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak
boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari
norma yang dimaksudnya [vide Lampiran II angka
176 UU 12/2011]. Untuk memahami Penjelasan
Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 tidak dapat dilepaskan dari
esensi norma pokoknya, /in casu Pasal 156a yang
merupakan perubahan dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, yang menyatakan, “Dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya lima tahun
barangsiapa dengan sengaja di muka umum
mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
(@) yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud
agar supaya orang tidak menganut agama apapun
juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha
Esa." Dalam Posita Permohonan, telah ternyata
Pemohon tidak mengaitkan antara norma pokok
tersebut yang merupakan ketentuan pidana dengan
penjelasan. Pemohon lebih banyak mendalilkan
kekhawatirannya sebagai seorang akademisi yang
menyampaikan pendapat atau kata-kata yang
berbeda dengan tafsir otoritas agama yang diakui
umum. Oleh karenanya, menurut Pemohon dengan
adanya frasa “yang disertai dengan usaha untuk
menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-
kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan,”
dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 akan
mudah menjerat seseorang dalam ranah pidana.
Sebab, penegak hukum akan concern pada konteks
“kata-kata” terlebih dahulu bukan pada konteks
tempus dan Jocus tatkala “kata-kata” tersebut
disampaikan, misalnya di lembaga pendidikan atau
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ilmu pengetahuan sehingga akan gugur pidananya,
karena aparat penegak hukum hanya menggunakan
parameter “kata-kata” sudah dapat menjadi alasan
untuk menjerat secara pidana. Terhadap dalil
Pemohon & guo, Mahkamah berpendapat bahwa
dalam memaknai Penjelasan Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan
pokok yang menjadi ancaman pidana sebagaimana
telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 dimaksud, yang telah menegaskan
keterkaitan dengan ketentuan norma Pasal 16 ...
156a KUHP. Oleh karena itu, adanya frasa
“mengenai sesuatu agama yang disertai dengan
usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau
susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau
penghinaan” adalah ditujukan sebagai bentuk
pengecualian apabila perbuatan/tindakan tersebut
dilakukan, misalnya di lembaga pendidikan atau ilmu
pengetahuan yang merupakan forum untuk menguji
suatu hipotesis yang kebenarannya masih perlu diuji
secara ilmiah bukan dari perspektif ilmu hukum pada
umumnya, /n casu hukum pidana. Dengan demikian
tidak relevan adanya asumsi atau anggapan dari
Pemohon sebagai bentuk kekhawatiran bahwa frasa
“kata-kata” dapat menjadi modus aparat penegak
hukum sebagai norma yang bersifat elastis dan
berpotensi untuk menjerat pidana bagi pelaku yang
menggunakan  forum tersebut. Di samping
pertimbangan hukum dimaksud, Mahkamah juga
berpendapat bahwa mempersoalkan
konstitusionalitas  Penjelasan Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 tanpa  menyertakan  pengujian
konstitusionalitas terhadap Batang Tubuh Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 adalah suatu pengujian
konstitusionalitas yang tidak utuh atau tidak
komprehensif, sebab ketentuan norma Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 yang menjadi satu kesatuan dengan
ketentuan norma Pasal 156a KUHP adalah ketentuan
pidana yang terdiri dari unsur-unsur delik pidana.
Sementara itu, frasa "mengenai sesuatu agama yang
disertai dengan usaha untuk menghindari adanya
kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat
permusuhan atau penghinaan” dalam Penjelasan
Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 adalah bagian dari uraian
unsur-unsur  delik pidana dimaksud. Dengan
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demikian, terlepas ada atau tidaknya persoalan
konstitusionalitas norma Pasal 4 UU 1/PNPS/1965
dan frasa “yang disertai dengan usaha untuk
menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-
kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan”
dalam Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 yang
diajukan oleh Pemohon tidak secara utuh atau tidak
komprehensif dalam menguji Penjelasan Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 vyaitu tidak menyertakan pengujian
Batang Tubuh Pasal @ guo menjadikan permohonan
Pemohon sepanjang berkaitan dengan pengujian
Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 adalah tidak
jelas atau kabur.

Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan berkenaan
dengan pemaknaan norma dalam Pasal 6 huruf b,
Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan
Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang
menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat
sebagaimana termaktub dalam Petitum a guo;
Terhadap dalil Pemohon a guo, sebelum Mahkamah
mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan,
Mahkamah perlu menegaskan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD
1945 yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial...”. Untuk mewujudkan
tujuan tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945
mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain
itu, ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945
mengamanatkan agar Pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, Pemohon
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dalam permohonannya telah jelas ... telah secara
jelas menyatakan, “secara eksplisit sulit melihat
pertentangan konstitusional frasa “nilai agama”
dalam Pasal 6 huruf b UU 12/2012 serta frasa
“menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam Pasal 8
ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan
Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 karena secara tekstual
dan eksplisit tidak ada pertentangan dengan
Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) dan
ayat (5) UUD 1945 yang termanifestasi dalam
Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum UU
12/2012". Namun, Pemohon menyatakan “wajar jika
terdapat taksir ... tafsir konstitusional karena makna
frasa “nilai agama” dalam Pasal 6 huruf b UU
12/2012 serta frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai
agama” dalam Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3
huruf g, Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012
dapat dimaknai dengan ancaman dan tanggung
jawab pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
UU 1/PNPS/1965"” karena adanya ketidakjelasan
Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965 dan pemaknaan
frasa “nilai agama” dan frasa “menjunjung tinggi
nilai-nilai agama” dalam penjelasan dan norma yang
dimohonkan pengujiannya.

Terhadap dalil Pemohon a quo, penting bagi
Mahkamah untuk menegaskan bahwa Pasal 6 huruf
b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan
Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Konsiderans
Menimbang, mengingat, ketentuan ... mengingat,
ketentuan umum, bagian ayat, pasal, dan
penjelasan. Dalam  kaitan ini, Konsiderans
Menimbang huruf a UU 12/2012 sebagai landasan
pengaturan keseluruhan norma dalam UU & quo
telah menyatakan bahwa "“Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
mengamanatkan kepada Pemerintah  untuk
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan,
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban
serta  kesejahteraan umat manusia”.  Frasa
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“menjunjung tinggi nilai-nilai agama” dalam
konsideran menimbang atau frasa “nilai agama”
dalam norma yang didalilkan Pemohon, merupakan
frasa yang sesungguhnya bermuara pada Pancasila
sebagai nilai ideologis bangsa Indonesia. Nilai
tersebut mengkonseptualisasikan nilai-nilai
ketuhanan (religiusitas) yang merupakan sumber
etika dan spiritualitas yang melandasi etik kehidupan
bernegara bangsa Indonesia. Sebab, Indonesia
bukanlah negara sekuler yang memisahkan “agama”
dan “negara” dan bukan pula yang menggunakan
satu agama tertentu untuk dijadikan dasar bernegara
tetapi mensinergikan berbagai agama dan keyakinan
yang ada dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang
memiliki keberagaman agama dan keyakinan maka
negara harus dapat melindungi dan
mengembangkan  kehidupan beragama. Oleh
karenanya, dengan adanya frasa “menjunjung tinggi
nilai-nilai  agama” tidak dimaksudkan  untuk
membatasi hak-hak individu sehingga mudah untuk
dikriminalisasi karena adanya Penjelasan Pasal 4 UU
1/PNPS/1965, sebagaimana  yang Pemohon
khawatirkan. Dalam kaitan ini, tidak ada korelasi
antara frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai agama”
dengan Penjelasan Pasal 4 UU 1/PNPS/1965. Oleh
karena itu, jika Petitum Pemohon yang meminta
kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal 6 huruf b,
Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan
Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 dikabulkan
menjadi “tanpa adanya ancaman dan
pertanggungjawaban pidana bagi sivitas akademika
untuk berbeda pendapat dengan pandangan umum
keyakinan agama vyang dianut oleh masyarakat
dalam rangka proses pembelajaran dan/atau
penelitian ilmiah”, justru hal itu dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum dan menghambat individu
untuk berekspresi secara bertanggung jawab.
Terlebih lagi, Penjelasan Pasal 3 huruf g UU 12/2012
yang Pemohon persoalkan tersebut tidak dapat
dilepaskan dari keseluruhan pengaturan asas-asas
pendidikan tinggi yang bersifat kumulatif yang
meliputi; kebenaran ilmiah, penakaran, kejujuran,
keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab,
kebhinekaan, dan keterjangkauan [vide Pasal 3 UU
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12/2012]. Berkaitan dengan penjelasan “asas
tanggung jawab” dinyatakan bahwa “Sivitas
Akademika melaksanakan Tridharma serta
mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan
mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan,
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa serta peraturan perundang-
undangan”. Frasa "“menjunjung tinggi nilai-nilai
agama” merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Konsiderans Menimbang huruf a UU 12/2012
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh
karenanya, tidak terdapat persoalan
konstitusionalitas norma terhadap frasa “menjunjung
tinggi nilai-nilai agama”. Frasa tersebut memberikan
pembatas ... frasa tersebut memberikan pembatasan
yang bersifat umum bagi sivitas akademika dalam
rangka menjunjung tinggi, tidak hanya nilai-nilai
agama, tetapi juga persatuan bangsa serta peraturan
perundang-undangan. Pembatasan demikian tidaklah
bertentangan dengan hak asasi manusia, karena
merupakan hal yang diperlukan dalam negara yang
berlandaskan ideologi Pancasila. Dalam hal ini, jika
dicermati berbagai undang-undang, tidak hanya UU
12/2012 yang menggunakan frasa dimaksud. Sebab,
undang-undang lainnya, antara lain dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan seterusnya
dianggap dibacakan dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2009 dan seterusnya dianggap dibacakan. Di
mana ketentuan tersebut juga menggunakan frasa
yang serupa dengan yang dipersoalkan oleh
Pemohon yaitu frasa “menjunjung tinggi nilai-nilai
agama”.

Menurut Mahkamah, sebagai seorang akademisi,
Pemohon telah mendapat hak atas kepastian hukum
untuk mendapatkan kemerdekaan berpikir dan hati
nurani serta untuk menyatakan pikiran, sikap, dan
mengeluarkan pendapat untuk memajukan dirinya
dan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif
dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan
negara  demi kemajuan peradaban  serta
kesejahteraan umat manusia melalui lembaga
pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi
ancaman ketakutan sebagai hak konstitusional bagi
sivitas akademika. Negara telah memberikan
kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam
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meyelenggara ... dalam penyelenggaraan pendidikan
nasional sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3)
UUD 1945. Penyelenggaraan pendidikan tinggi
sebagai bagian vyang tak terpisahkan dari
penyelenggaraan pendidikan nasional yang tidak
dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) UUD
1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil
permohonan Pemohon berkenaan dengan
pemaknaan norma dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 8
ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan
Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 yang didalilkan
Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang
tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana
termaktub dalam Petitum & guo adalah tidak
beralasan menurut hukum;
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
di atas, menurut Mahkamah terkait Penjelasan Pasal 4 UU
1/PNPS/1965 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28C
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat ... 28E
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat
(1) UUD 1945, merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur
(obscuur). Sementara itu, berkenaan dengan norma Pasal 6
huruf b, Pasal 8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan
Penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU 12/2012 telah ternyata tidak
melanggar prinsip kepastian hukum untuk mendapatkan
kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta untuk menyatakan
pikiran, dan sikap, dan mengeluarkan pendapat melalui
lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan tanpa dibayangi
ancaman ketakutan sebagai hak konstitusional bagi sivitas
akademika sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena
itu, dalil Pemohon & guo adalah tidak beralasan menurut
hukum.
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a
guo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada
relevansinya.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]
[4.2]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
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[4.3] Pokok permohonan Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 4
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak jelas atau
kabur (obscuur);

[4.4] Pokok permohonan Pemohon sepanjang Pasal 6 huruf b, Pasal
8 ayat (2), Penjelasan Pasal 3 huruf g, dan Penjelasan Pasal 18
ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 4
Undang-Undang Nomor  1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)
Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi @ guo, Hakim Konstitusi
Manahan M.P. Sitompul memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion)
sebagai berikut: silakan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pendapat berbeda dari saya Hakim Konstitusi Manahan MP
Sitompul. Khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.
Pokok Permohonan
1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

Dissenting Opinion

1, 2,3,4,5, 6,7, 8 9, 10 sampai dengan 15 ... saya ulangi, sampai

dengan 14 dianggap dibacakan.

15. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah
terjadinya kerugian konstitusional yang lebih luas, maka Mahkamah
dapat memberikan penangguhan konstitusionalitas berlakunya
ketentuan Pasal 4 ... saya ulangi, ketentuan penjelasan Pasal 4
undang-undang a quo. Dengan tujuan agar ketentuan a guo selaras
dengan undang-undang yang akan berlaku.

16. Bahwa untuk melindungi hak ... hak-hak konstitusional warga
negara, serta terjaminnya kepastian hukum yang adil serta
mencegah adanya penafsiran yang tidak selaras dengan UUD 1945,
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maka penjelasan Pasal 4 UU a guo harus dimaknai “penjelasan Pasal
4 uu a guo ditunda keberlakuannya sampai UU No 1/2023 secara
resmi diberlakukan berdasarkan Pasal 624 UU No 1/2023”. Demikian,
Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin ... Wahiduddin Adams,
Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh tiga yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh
Pemohon.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 85/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: Leonardo Siahaan, S.H.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
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HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan

Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

Paragraf [3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas
bersyarat norma Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003, Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana
selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang
pada pokoknya sebagai berikut ... sebagai berikut: 1, 2, 3,

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah untuk menyatakan “Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak
dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap
warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan
peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya ...
kebijakan lainnya yang menimbulkan kesulitan peserta didik
memperoleh pendidikan”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang
diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 [selengkapnya
dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a guo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun
kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi;

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan
memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-
bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang
dimohonkan oleh Pemohon adalah pemaknaan terhadap Pasal
11 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang menurut
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Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan

dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan

yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan
melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau
kebijakan lainnya menimbulkan kesulitan peserta didik
memperoleh pendidikan”, sebagaimana termaktub dalam

Petitum permohonan a guo;

Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas

sebagaimana termaktub dalam Paragraf [3.10] tersebut,

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang
dipersoalkan Pemohon dimaksud tidak dapat
dilepaskan dari esensi materi muatan Pasal 11 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 20/2003 vyang
menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin  terselenggaranya pendidikan  yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi”. Materi muatan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang 20/2003 merupakan pelaksanaan
dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan norma dimaksud tidak dapat dipisahkan
dari “Dasar Mengingat” Undang-Undang 20 Tahun
2003 yang menjadi roh terbentuknya norma Pasal
1[sic!] ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tersebut. Di samping itu, secara hierarki,
Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada
Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selain itu UUD 1945 juga mengamanatkan kepada
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa. Dengan demikian, sistem
pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan
mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen
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pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai
dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah,
dan berkesinambungan (vide Konsiderans
Menimbang huruf b dan huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003);

Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati, Pemohon
menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 11 ayat
(1) Undang-Undang 20/2003 perlu dimaknai supaya
tidak menimbulkan diskriminasi dalam penerimaan
siswa baru dengan menggunakan sistem zonasi.
Terhadap keinginan Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah sistem zonasi adalah salah satu cara
penerimaan peserta didik baru yang menggunakan
pembatasan wilayah yang dikaitkan minimal dan
daya tampung sekolah. Oleh karena itu, apa pun
pilihan sistem dalam penerimaan peserta didik baru,
termasuk dengan menggunakan cara lain seperti
jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali,
dan/atau prestasi [vide Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44
Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan
Sekolah Menengah Kejuruan] adalah hanya sebuah
metode di dalam penatalaksanaan dari sebuah
sistem penerimaan peserta didik baru. Dengan
demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 44 Tahun 2019 dimaksud, menurut
Mahkamah sesungguhnya dalil Pemohon tidak
terdapat keterkaitan ... keterkaitan dengan isu
konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang 20 Tahun 2003. Sebab, ketentuan dalam
norma Pasal 1[sic!] ayat (1) UU 20/2003 telah
memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah
Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak
relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh karena
permasalahan penerimaan siswa baru dengan sistem
zonasi dilaksanakan untuk ... menurut peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang
dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat



25

(1) Undang-Undang Tahun ... Undang-Undang 20
Tahun 2003 tersebut. Dengan demikian, menurut
Mahkamah norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003
telah sejalan dengan semangat dan tujuan negara
sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil
Pemohon perihal ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang 20 Tahun 2003 menimbulkan
perlakuan yang diskriminatif terhadap penerimaan
siswa baru dengan sistem zonasi bukan merupakan
persoalan konstitusionalitas norma melainkan jika
yang dipersoalkan Pemohon itu benar, hal tersebut
merupakan persoalan implementasi norma yang
tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma
Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2003.
Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan
terhadap Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 20
Tahun 2003 yang menurut Pemohon bertentangan
dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) UUD
1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan
a quo adalah tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a
guo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada
relevansinya.

HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum
untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi @ guo, Hakim Konstitusi
M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion)
sebagai berikut. Dipersilakan. Dianggap dibacakan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Arief
Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan
Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu,
tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh
tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan
September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul
14.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Achmad Edi
Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri
oleh Pemohon atau kuasanya.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 85 ... NOMOR 86/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh dr. Ludjiono
Selanjutnya disebut ---------- mmmmmmemmmmeemeeeeeae Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya dianggap dibacakan.
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HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili

[3.3]

permohonan a qguo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili

permohonan & quo, namun sebelum mempertimbangkan

kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon,

Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut:

[3.3.1]Bahwa terhadap permohonan & ... permohonan
Pemohon a guo, Mahkamah telah melaksanakan sidang
Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa pokok
permohonan pada tanggal 30 Agustus 2023. Dalam
persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada Pasal
39 UU MK, Panel Hakim memberikan nasihat kepada
Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas
hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, vyaitu
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon,
pokok permohonan (posita), dan hal-hal yang
dimohonkan (petitum) sesuai dengan sistematika
permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021). Selain itu, Panel Hakim
memberikan nasihat lebih lanjut berkenaan dengan
permohonan yang dapat diajukan kembali sepanjang
memiliki dasar pengujian atau alasan yang berbeda
[vide Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021].

[3.3.2]Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 September 2023,
Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan
kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang
Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan
permohonan pada tanggal 12 September 2023. Dalam
perbaikan permohonan tersebut, meskipun Pemohon
telah menyusun permohonan sesuai dengan sistematika
permohonan sebagaimana PMK 2/2021, namun
Pemohon tidak juga menguraikan dengan jelas, antara
lain, mengenai kerugian konstitusional Pemohon yang
dikaitkan dengan berlakunya norma yang diajukan
pengujian, alasan permohonan Pemohon sehingga
dapat diajukan kembali, serta dasar dan alasan bahwa
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norma yang diajukan pengujian tersebut bertentangan
dengan norma yang terdapat dalam UUD 1945.
Lebih lanjut, pada bagian petitum, Pemohon hanya
memohon kepada Mahkamah agar mengabulkan
permohonan judicial review/uji materi Bab III Bahasa
Negara UU 24/2009 tentang BBLNLK yang tanpa pasal
bentuk simbol negara yang berbunyi “Bahasa negara
ialah Bahasa Indonesia berbentuk Bahasa lisan dan
Bahasa tulis serta Aksara negara ialah Aksara
Indonesia” terhadap UUD 1945. Susunan petitum
dimaksud tidaklah sesuai dengan susunan petitum yang
lazim dalam suatu permohonan pengujian undang-
undang di Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 10 PMK
2/2021]. Kemudian, masih terkait dengan petitum
tersebut, Pemohon melalui surat yang diterima
Mahkamah pada tanggal 15 September 2023,
menjelaskan tentang petitum dalam permohonan a
qguo, yaitu:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Undang-undang & quo bertentangan dengan UUD
NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.
Terhadap penjelasan tersebut, oleh karena surat
dimaksud diterima setelah pelaksanaan Sidang
Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan
permohonan pada tanggal 12 September 2023
sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.
Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut
Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau
kabur (obscuur).
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo,
namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau
kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih
lanjut.
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada
relevansinya.
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KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak

dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Enny
Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah,
dan Suhartoyo, masing-masing sebagai ... sebagai Anggota, pada hari
Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu
dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh
tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai
diucapkan pukul 14.27 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, dibantu
oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili,
tanpa dihadiri Pemohon.

Dengan demikian, pengucapan putusan dan ketetapan telah
selesai. Kemudian kepada para pihak mengenai salinan putusan dan
ketetapan, akan dikirim melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang
pengucapan sidang selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah hari
sidang ini.



30

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 27 September 2023
Panitera
Mubhidin

Panitera Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Digital Signature

Email: office@mkri.id

Keterangan:

Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tar:jgan basah karena telah ditandatangani secara elektronik gdrg:tal signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis

fari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index php?page=web.RisalahSidang&id=18kat=1&menu=16 ).
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